
 

 

 

BUPATI MALANG 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI MALANG 

NOMOR  175  TAHUN  2019 

TENTANG 

STANDAR HARGA SATUAN  

TAHUN ANGGARAN 2020 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI MALANG, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 51        

ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019     

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu   

membentuk Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan 

Tahun Anggaran 2020; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004       

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 
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6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia             

Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015            

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6323); 
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13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia         

Tahun 2011 Nomor 310); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri       

Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia  

Tahun 2017 Nomor 1312); 
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19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 611); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 11 Seri D); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 

Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 

Seri C); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN 

TAHUN ANGGARAN 2020. 

 

Pasal 1 

 

Maksud penyusunan Standar Harga Satuan adalah sebagai 

berikut: 

a. pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 

Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan 

b. harga paling tinggi dengan ketentuan sudah termasuk    

biaya pajak, keuntungan dan biaya overhead. 
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    Pasal 2 

 

Tujuan penyusunan Standar Harga Satuan adalah sebagai 

berikut: 

a. memberikan keseragaman antar Perangkat Daerah untuk 

penetapan harga satuan bahan/barang dalam penyusunan 

Rencana Kerja Anggaran; dan 

b. menetapkan harga satuan bahan/barang sebagai acuan 

Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Anggaran. 

 

    Pasal 3 

 

Rincian Standar Harga Satuan terdiri dari: 

a. Peralatan dan Mesin, dengan rincian sebagaimana tercantum 

 dalam Lampiran I;  

b. Alat Bengkel dan Alat Ukur dengan rincian sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran II; 

c. Alat Pertanian dengan rincian sebagaimana tercantum dalam 

 Lampiran III; 

d. Alat Perkantoran dengan rincian sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran IV;  

e. Alat Studio dan Alat Komunikasi dengan rincian 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran V; 

f. Alat Kedokteran dengan rincian sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran VI; 

g. Alat Laboratorium dengan rincian sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran VII; 

h. Jasa, Sewa dan Pemeliharaan dengan rincian sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran VIII; 

i. Monumen dan Rambu dengan rincian sebagaimana   

tercantum dalam Lampiran IX; 

j. Barang Kesenian dan Kebudayaan dengan rincian 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran X; 

k. Hewan Ternak, Tanaman dan Obat dengan rincian 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI; 

l. Barang Habis Pakai dengan rincian sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran XII; dan 

m. Bahan Bangunan dan Upah dengan rincian sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran XIII,  

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 
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Pasal 4 
 

Standar Harga Satuan yang bersumber dari e-katalog  
(electronic katalog) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah (LKPP) dapat ditambahkan biaya tertentu antara 
lain biaya pengiriman barang. 

 
Pasal 5 

 
Dalam hal tidak terdapat harga satuan pada setiap                  
unit barang/jasa dalam Standar Harga Satuan                         

Tahun Anggaran 2020, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 
maka Perangkat Daerah mengusulkan kepada Tim Penyusun 

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah dan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2020 

untuk dilakukan Verifikasi dan perubahan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 
 

Pasal 6 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Malang. 

 

Ditetapkan di Kepanjen 

pada tanggal  11 Oktober 2019 
 

BUPATI MALANG, 

 
ttd. 

 
SANUSI 

Diundangkan di Kepanjen 

pada tanggal  11 Oktober  2019 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG, 
 

ttd. 
 

DIDIK BUDI MULJONO 

Berita Daerah Kabupaten Malang  

Tahun 2019 Nomor 13 Seri A 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

an. SEKRETARIS DAERAH 
Asisten Administrasi Pemerintahan 

ub. 

Kepala Bagian Hukum 

 

 

PRASETYANI ARUM A., SH., M.Hum 

Pembina Tingkat I 
NIP. 19691028 199803 2 005 


